

OPTIMALISASI KEBIJAKAN KREDIT UNTUK PEDAGANG PASAR: EVALUASI KOMPREHENSIF TERHADAP KREDIT KUKAR IDAMAN (KKI)

OPTIMIZATION OF CREDIT POLICY FOR MARKET TRADERS: A COMPREHENSIVE EVALUATION OF KUKAR IDAMAN CREDIT (KKI)

1) Aini, 2) M. Kiswanto, 3) Surahman, 4) Erwin Prayogi, 5) Prapdopo, 6) Eman Sukmana,
7) Muhammad Said, 8) Muhammad Dipo Nugroho, 9)Joko Sabtohadi
1,9) BRIDA Kutai Kartanegara
2,3,5,6,7,8) Politeknik Negeri Samarinda
[bookmark: _Hlk196214185]4) Universitas Kutai Kartanegara E-mail: aeninuraini71@gmail.com



ABSTRACT.
Kukar Idaman Credit (KKI) is a zero-interest financing program initiated by the Kutai Kartanegara Regency Government to support micro and small enterprises (MSEs), particularly traditional market traders. This study aims to evaluate KKI's service quality, debtor satisfaction, business impact, and the effectiveness of program outreach. A mixed-method approach, including surveys, interviews, and SWOT analysis, was employed. Findings indicate that 91% of KKI debtors are satisfied, while 59% reported increased income after receiving credit. However, program outreach remains a challenge, as 53% of MSEs lacked full awareness of KKI benefits prior to this study. The research recommends optimization strategies such as enhanced outreach efforts, increased credit ceilings, and business mentoring programs to improve KKI’s effectiveness and sustainability.
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ABSTRAK
Kredit Kukar Idaman (KKI) merupakan program pembiayaan tanpa bunga yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya pedagang pasar tradisional. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan KKI, tingkat kepuasan debitur, dampak terhadap usaha, serta efektivitas sosialisasi program. Penelitian menggunakan pendekatan campuran dengan metode survei, wawancara, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 91% debitur KKI merasa puas, sementara 59% mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima kredit. Namun, terdapat tantangan dalam penyebarluasan informasi, di mana 53% pelaku UMK belum memahami sepenuhnya manfaat KKI sebelum penelitian dilakukan. Kajian ini merekomendasikan strategi optimalisasi melalui peningkatan sosialisasi, perluasan plafon kredit, serta program pendampingan usaha guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan KKI.

Kata Kunci : Kredit Kukar Idaman, Usaha Mikro dan Kecil, Kepuasan Debitur, Sosialisasi, Optimalisasi Kebijakan





PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya sumber daya alam, infrastruktur, investasi, dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai insentif bagi investor, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun, UMK di Kukar masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, pemasaran, teknologi, manajemen operasional, dan pengembangan sumber daya manusia yang belum optimal (Santoso, 2020).
Program pengembangan UMK menjadi bagian dari agenda strategis nasional yang diimplementasikan oleh pemerintah, termasuk oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendukung UMK, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, fasilitasi permodalan, dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing UMK, sehingga mereka mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah (BPS, 2019).
Pasar tradisional seperti Pasar Tangga Arung menjadi pusat perdagangan lokal yang penting. Pasar ini menghadapi persaingan ketat dari pusat perbelanjaan modern yang menawarkan fasilitas seperti teknologi modern, transparansi harga, dan sistem pembayaran non-tunai. Persaingan ini memunculkan tantangan bagi pemerintah daerah untuk memadukan kebutuhan pembeli yang semakin modern dengan keberlangsungan pedagang pasar tradisional (Aziz, 2008; Supriyatno, 2008).
Salah satu solusi yang digagas Pemerintah Kabupaten Kukar adalah melalui program Kredit Kukar Idaman (KKI). Program ini menawarkan kredit tanpa bunga kepada UMK untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan terhadap rentenir yang cenderung memberlakukan bunga tinggi dan syarat yang memberatkan. Dengan plafon maksimal Rp50 juta, KKI diatur dalam Peraturan Bupati Kukar No. 11 Tahun 2021, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2023 (Santoso, 2020).
Namun, pelaksanaan KKI menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kekhawatiran terkait keberlanjutan program ini, terutama jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah (Siswanto, 2019). Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif kebijakan Kredit Kukar Idaman dan dampaknya terhadap pelaku UMK, khususnya pedagang pasar tradisional di Kecamatan Tenggarong. Secara lebih spesifik, kajian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Menganalisis kondisi eksisting UMK di Kecamatan Tenggarong
2. Mengevaluasi kualitas layanan Kredit Kukar Idaman
3. Meneliti dampak KKI terhadap usaha UMK
4. Menilai efektivitas penyebarluasan informasi tentang KKI
5. Mengembangkan strategi optimalisasi kebijakan KKI.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas kebijakan Kredit Kukar Idaman (KKI). Dengan kombinasi ini, penelitian dapat mengukur persepsi pelaku UMK terhadap kualitas layanan KKI, dampaknya terhadap usaha mereka, serta efektivitas penyebarluasan informasi mengenai program tersebut. Pendekatan evaluasi kebijakan digunakan untuk memahami sejauh mana kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui berbagai teknik, termasuk survei dengan kuesioner yang disebarkan kepada pedagang pasar di Pasar Tangga Arung, Mangkurawang, dan Maduningrat. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan para debitur KKI dan pihak terkait, seperti lembaga keuangan serta pemerintah daerah, untuk mengeksplorasi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Focus Group Discussion (FGD) melibatkan perwakilan pedagang dan pemangku kepentingan lainnya guna mendapatkan perspektif lebih luas mengenai optimalisasi program KKI. Observasi lapangan juga dilakukan untuk memahami kondisi ekonomi pasar dan perilaku pedagang dalam mengakses modal usaha.
Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta literatur akademik yang relevan. Beberapa referensi utama mencakup Peraturan Bupati Kukar No. 11 Tahun 2021 dan No. 67 Tahun 2023 tentang Kredit Kukar Idaman, serta laporan Dinas Koperasi dan UMKM mengenai distribusi kredit tersebut. Teori yang digunakan sebagai landasan mencakup model kualitas layanan (SERVQUAL) dari Parasuraman et al. (1988), studi tentang kepuasan pelanggan dalam sektor keuangan dari Mowen dan Minor (2001), serta analisis dampak pembiayaan terhadap UMK dari Kasmir (2014).
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan beberapa metode. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi tren kepuasan debitur dan efektivitas KKI dibandingkan dengan kredit lain. Analisis SWOT diterapkan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam implementasi program. Selain itu, analisis komparatif kasus digunakan untuk membandingkan karakteristik debitur KKI dengan debitur kredit lainnya, guna memahami faktor yang mempengaruhi keputusan pengajuan kredit. Data kualitatif dari wawancara dan FGD dianalisis secara tematik untuk menggali wawasan mendalam mengenai efektivitas kebijakan dan merancang rekomendasi berbasis bukti.
Dengan metode yang sistematis ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran holistik mengenai implementasi Kredit Kukar Idaman serta menyusun strategi optimalisasi yang dapat meningkatkan akses permodalan bagi UMK di Kutai Kartanegara. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat memperbaiki kebijakan, meningkatkan kepuasan debitur, serta memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Responden
Penelitian ini melibatkan 81 responden dengan komposisi 54% perempuan dan 46% laki-laki, di mana mayoritas (80%) telah menikah. Dari segi pendidikan formal, 37% responden menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA/sederajat, diikuti oleh 20% yang berpendidikan SMP/sederajat, sementara hanya 1% yang tidak memiliki pendidikan formal. Selain itu, 11% responden pernah mengikuti pelatihan non-formal seperti kursus atau magang, sedangkan 89% tidak memiliki pengalaman tersebut.
Berdasarkan asal daerah, mayoritas responden (65%) adalah pendatang, sementara 35% merupakan warga asli Tenggarong. Jenis usaha mereka beragam, dengan 35% bergerak di sektor makanan dan minuman, diikuti oleh 12% di perdagangan umum, dan 10% dalam bisnis sembako.
Tantangan utama yang dihadapi para pelaku usaha termasuk masalah pemasaran (35%) dan kekurangan modal (35%), serta sulitnya mendapatkan bahan baku (20%). Data ini menunjukkan variasi demografi dan tantangan yang dihadapi para pedagang pasar tradisional di Tenggarong.

2. Kualitas Pelayanan
a. Kelancaran Cicilan Kredit
Dari 34 responden yang menjadi debitur, 94% (32 orang) membayar cicilan kredit mereka dengan lancar, sementara 6% (2 orang) mengalami kendala dalam pembayaran. Kedua debitur yang mengalami kesulitan mengambil kredit dari bank lain dengan plafon lebih dari Rp50 juta dan masa pelunasan 3 tahun (36 bulan). Faktor utama yang menyebabkan kendala cicilan adalah kondisi kesehatan pasangan serta fluktuasi pasar yang memengaruhi pendapatan mereka.
Sebaliknya, seluruh debitur KKI tidak mengalami kesulitan pembayaran, menunjukkan bahwa program ini memberikan skema pembiayaan yang lebih stabil dan terjangkau bagi pelaku UMK. Menariknya, kedua debitur yang kesulitan membayar cicilan tidak mengetahui informasi tentang KKI sebelumnya. Setelah mendapatkan informasi, mereka menyatakan minat untuk beralih ke KKI karena menawarkan bunga 0% dan skema kredit yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
Temuan ini menyoroti pentingnya sosialisasi program KKI agar lebih banyak pelaku UMK mengetahui dan memanfaatkannya sebagai solusi pembiayaan yang lebih ringan dan berkelanjutan.

b. Jangka Waktu Kredit
Dari total 34 responden yang merupakan debitur (27 KKI dan 7 non-KKI), sebanyak 3 orang atau sekitar 9% menyatakan bahwa jangka waktu kredit yang mereka terima dirasa kurang memadai.
Satu debitur non-KKI mengambil kredit dengan plafon Rp50 juta dan tenor 24 bulan. Sementara dua debitur KKI masing-masing mengambil plafon Rp5 juta dan Rp10 juta, dengan tenor 6 dan 12 bulan.
Ketiganya menyampaikan bahwa cicilan terasa cukup berat, sehingga mereka berharap masa pelunasan dapat diperpanjang agar pembayaran terasa lebih ringan.
Selain itu, satu debitur non-KKI menunjukkan ketertarikan untuk melakukan take over ke skema KKI, karena melihat keuntungan bunga 0% untuk plafon Rp50 juta dalam jangka waktu 24 bulan.

c. Jumlah Pinjaman Kredit
Dari 34 responden yang merupakan debitur (27 KKI dan 7 non-KKI), sebanyak 8 orang atau sekitar 24% menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang mereka terima masih tergolong rendah.
Dua di antaranya merupakan debitur non-KKI dengan plafon pinjaman Rp50 juta dan tenor 36 bulan. Enam lainnya adalah debitur KKI, dengan plafon antara Rp5 juta hingga Rp25 juta, serta tenor antara 6 hingga 24 bulan.
Alasan utama yang disampaikan adalah bahwa jumlah pinjaman belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti perputaran modal, pembelian barang, maupun pengembangan usaha.

d. Kemudahan Persyaratan Permohonan Kredit
Sebagian besar debitur merasa proses pengajuan kredit cukup mudah. Namun, ada 3 orang (sekitar 9%) yang mengeluhkan bahwa syaratnya masih terlalu rumit. Menurut mereka, proses pengajuan terlalu banyak persyaratan, penggunaan materai, dan waktunya cukup lama. 
Satu debitur non-KKI mengajukan pinjaman Rp10 juta dengan tenor 36 bulan, sementara dua debitur KKI masing-masing meminjam Rp18 juta dan Rp5 juta dengan tenor 6 hingga 12 bulan. Menariknya, salah satu dari debitur non-KKI tersebut tertarik melakukan take over ke KKI untuk menambah modal usaha sebesar Rp30 juta dengan jangka waktu 24 bulan.

3. Kepuasan Debitur
Bunga 0% menjadi daya tarik utama bagi calon debitur. Sebanyak 64 orang (79%) menyatakan tertarik, sementara 17 orang (21%) tidak tertarik. Meski begitu, hanya 26 orang (32%) yang benar-benar berminat mengajukan kredit atau melakukan take over. Alasan utamanya adalah ingin terbebas dari bunga, menambah modal, dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Dari sisi kepuasan terhadap kredit dan pelayanan, hanya 3 debitur (9%) yang menyatakan kurang puas, terutama karena merasa jumlah pinjaman tidak sesuai kebutuhan.
Mengenai berbagi pengalaman, 49 debitur (61%) bersedia merekomendasikan program ini kepada orang lain, sementara 32 debitur (39%) memilih untuk tidak membagikan informasi lebih lanjut.

4. Dampak Kredit Kukar Idaman
Sebagian besar debitur sudah memiliki rencana bisnis saat mengajukan permohonan kredit. Hanya 2 orang (sekitar 6%) yang mengaku tidak memiliki rencana usaha sebelumnya, dan keduanya merupakan penerima KKI.
Setelah menerima kredit—terutama dari program KKI—pelaku UMKM merasakan berbagai dampak positif. Mereka menyebutkan bahwa dana kredit membantu memutar modal, memperluas bidang usaha, mengembangkan produk, serta meningkatkan pendapatan atau penjualan.

5. Ketersediaan Informasi
Meskipun program KKI sudah diperkenalkan, masih ada 43 pelaku UMKM (52%) yang tidak mengetahui informasi tentang KKI melalui media promosi yang dikelola oleh Bankaltimtara maupun Pemerintah Daerah.
Terkait kriteria dan persyaratan pengajuan kredit, 50 pelaku UMKM (61%) masih belum mengetahui informasi penting ini. Namun, informasi mengenai bunga 0% lebih mudah diakses. Sebagian besar pelaku UMKM sudah mengetahui manfaat ini, dengan hanya 13 pelaku (16%) yang belum mendapatkan informasi tentang bunga 0%.













Tabel 1. Matriks SWOT

	STRENGTHS
	WEAKNESSES

	
a. Kemudahan Permohonan Kredit (91%)
b. Jumlah Pinjaman yang cukup (76%)
c. Jangka Waktu Pelunasan yang cukup (91%)
d. Penawaran Bunga 0% (84%)
	
a. Kurangnya informasi / sosialisasi KKI yang sampai ke UMKM (53%)
b. Kurangnya informasi kriteria & syarat debitur KKI yang sampai ke UMKM (62%)
c. Upaya esktra aksi percepatan penyaluran KKI masih lemah


	OPPORTUNITIES
	THREATS

	
a. Sebagian besar UMKM (Pedagang Pasar) tertarik untuk mengajukan KKI setelah dijelaskan (79%)
b. 7 debitur non-KKI tertarik untuk Take Over kredit dari Bank lain ke KKI
c. Kepuasan debitur KKI (91%) terhadap kredit & pelayanannya
d. Debitur & non-debitur mau merekomendasikan KKI kepada orang lain (61%)
e. KKI berdampak pada usaha UMKM (27 debitur)

	
a. Decision making pengajuan/take over ke KKI masih rendah (68%) dan lebih prefer ke bank lain
b. Kredit tidak dimanfaatkan untuk pengembangan usaha
c. Kekhawatiran calon debitur untuk take over ke KKI karena blacklist portofolio bank sebelumnya
d. Jumlah kredit belum mencukupi kata pedagang pasar non-debitur
e. Kurang literasi masyarakat (perlu riset)
f. Kekhawatiran discontinue program KKI karena perubahan komposisi pemerintahan



Analisis SWOT ditujukan untuk membuat rancangan strategi yang tepat sasaran, melalui rekomendasi-rekomendasi yang akan diberikan. Hasil analisis SWOT merupakan perpaduan kombinasi atau perkawinan antar masing-masing komponen di dalamnya. Hasil kominasi di dalam analisis SWOT kemudian dikeluarkan untuk menyusun strategi untuk mengoptimalisasi kebijakan Kredit Kukar Idaman. Strategi yang disusun menghasilkan 3 (tiga) tipe rekoemndasi teknis yang berbeda, yaitu rekomendasi jangka pendek (1 tahun), rekomendasi jangka menengah (5 tahun), dan rekomendasi jangka panjang (20 tahun).

Strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Jangka Pendek (1 Tahun)
a. Strategi Sosialisasi Pro-Aktif per Kecamatan
b. Sosialisasi Pro-Aktif melalui weekend banking di pusat-pusat keramaian dan/atau festival banking pada event-event Kukar Festival.
c. Menggunakan Media Promosi yang beragam, seperti videotron, radio, media sosial, podcast, dll yang menonjolkan aspek strength & opportunity, menghadirkan debitur KKI yang usahanya maju.
d. Menjaga kualitas KKI terhadap tingkat rasio kredit bermasalah, melakukan MONEV dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Pelaporan penggunaan KKI.

2. Strategi Jangka Menengah (5 Tahun)
a. Sinkronisasi, Sinergi, & Kolaborasi Stakeholder untuk akselerasi program penyaluran KKI mulai dari sosialisasi, identifikasi, workshop, alokasi, monev, laporan pelaksanaan KKI.
b. Memberikan reward kepada debitur teladan dengan tingkat kepatuhan tinggi dan masa pelunasan cicilan tepat waktu (graduasi, dll).
c. Jika memungkinakn dapat mempertimbangkan dan mengevaluasi skema KKI Take Over dari bank lain (negosiasi dengan bank lama, biaya pengurusan, syarat, & ketentuan).
d. Strategi mengatasi debitur bermasalah melalui upaya Preventif & Represif.

3. Strategi Jangka Panjang (20 Tahun)
a. Memastikan kontinuitas program KKI sebagai program unggulan daerah di bawah payung Perda yang berlaku.
b. Melakukan program pendampingan & pembimbingan usaha (Technical Assistance).
c. Digitalisasi pelayanan dan pendampingan UMKM debitur KKI.
d. Digitalisasi Database UMKM yang inklusif dan up-to-date yang bisa memberikan data eligibilitas pelaku UMKM menjadi calon debitur (debitur potensial).
e. Mengevaluasi tingkat keberhasilan berdasarkan jumlah KKI yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (non-performing loan (NPL), jumlah debitur yang menerima KKI, dan jumlah debitur yang berhasil mengalami graduasi.

KESIMPULAN
Program-program pemerintah yang bersifat pro-poor, seperti kredit murah untuk UMKM (KKI), telah dijalankan oleh pemerintah daerah, namun implementasinya belum optimal, terutama dalam hal kualitas pelayanan, kepuasan debitur, dampak terhadap usaha, dan ketersediaan informasi.
Kredit permodalan usaha rakyat, seperti KKI, merupakan langkah yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Namun, meskipun program kredit masyarakat dengan subsidi bunga memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa kelemahan. Jangkauan program ini masih terbatas pada usaha pemula (start-up) dan UKM yang berada pada tahap awal pertumbuhan, disebabkan oleh penerapan prudential guidelines yang ketat oleh perbankan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rekomendasi
1. Kualitas Pelayanan & Kepuasan Debitur
a. Lakukan sosialisasi proaktif dan pertemuan antara kreditur dan calon debitur di setiap kecamatan.
b. Promosikan KKI melalui weekend banking dan acara seperti pasar atau festival.
b. Gunakan berbagai media (misalnya videotron, media sosial, podcast) untuk memperkenalkan KKI dan menonjolkan debitur yang sukses.
c. Kolaborasi dengan stakeholder untuk mempercepat penyaluran KKI, dengan pendaftaran langsung di workshop.

2. Kualitas Pelayanan & Kepuasan Debitur

a. Berikan penghargaan kepada debitur yang patuh dan membayar tepat waktu.
b. Pastikan keberlanjutan program KKI meskipun ada pergantian kepemimpinan, dengan tetap berlandaskan peraturan daerah yang berlaku.
c. Evaluasi kemungkinan memperluas skema KKI kepada debitur bank lain.
d. Berikan pendampingan usaha (Technical Assistance) kepada debitur KKI di berbagai sektor dengan kolaborasi antar OPD.
d. Digitalisasi pelayanan dan pendampingan untuk debitur KKI.

3. Monitoring & Evaluasi
a. Lakukan monitoring kualitas KKI dan menangani masalah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
b. b. Tangani debitur bermasalah dengan tindakan preventif, pembinaan, dan restrukturisasi kredit.
c. c. Bangun database digital yang selalu terupdate untuk menilai calon debitur UMKM.
d. d. Evaluasi keberhasilan berdasarkan jumlah KKI yang disalurkan, rasio kredit bermasalah (NPL), dan jumlah debitur yang berhasil graduasi, melalui kolaborasi dengan OPD terkait.
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